
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR \ TAHUN2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA 

Dl UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOULi

DBNGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengmgat

BUPATI BOYOLALI,

bahsva dal am rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang balk dan bebas dart penyalahgunaan wewenang dan 
praktek korupsi. kolusi dan nepotisme, serta untuk 
membangun Integntas Aparatur Sipil Negara perlu 
mengatur pelaksanaan pelaporan harta kekayaan 
penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemcrintah Kabupateti Boyolali;
bahwa berdasarkan pertitnbangan aebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali 
ten tang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan 
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pernenntab Kabupaten Boyolali;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang
Pern ben tukan Daerah-Daerah Kabu paten Dalam 
Lingkungan Propin si Djawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dart 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang
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3. Undang'Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten tang 
Pemberantaaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tam bah an 
Lembaran Negara RcpubUk Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 200! tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150];

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri SipiJ (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 63);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pern binaan dan Pengawasan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Sueunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 20)6 Nomor 
16);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Komi si Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran. Pengumuman dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita 
Negara RepubUk Indonesia Tahun 2016 Nomor 985|;

12. Peraturan Bupati.....................



-3 -

12. Peraturan Bupab Boyolali Nomor 54 Tahun 2016 tentang 
Uraian Tugas J aba tan Cselon pada (nspektorat Daerah 
Kabu paten Boyolali (Berita Daerah Kabu paten BoyolaJi 
Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN BUPATl BOYOLALI TENTANG LAPORAN HARTA 
KEKAYAAN PENYELENOOARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA 
KEKAYAAN APARATUR SiPIL NEGARA Dl LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABU PATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pa sal 1

Daiam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabu paten Boyolali.
2.

3.

8.

Bupati adalah Bupati Boyolali.
Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi 
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.
Aparatur Si pi) Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian kerja yang 
bekeija pada instansi pemerintah,
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas daiam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
melakukan pengawasan, daiam hal ini adalah Inspektorat daerah Kabu paten 
Boyolali.
Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh wajib lapor LHKPN 
beserta istri/suami dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan. baik 
berupa harta bergerak. harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang 
dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara sebelum, 
selama, dan setelah memangku jabatan.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat 
LHKPN adalah riaftar seluruh harta kekayaan dari pejabat penyelenggara 
negara di Kementcrian Daiam Negeri, yang dituangkan daiam formulir 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi.

9. Laporan Harta.............
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9. taporan Harta Kekayaan Aparatur Sipi) Negara yang selanjutnya disingkat 
LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta 
paaangan dan anak yang masih mcnjadi tanggungan yang dituangkan dalam 
Formulir LHKASN yang telah ditetapkan Menteri Pend ay agu naan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi.

10. Komiai Pemberanfasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat indepenclen dan bebas dari 
pengaruh kekuasaan manapun.

11. Pejabat Penyelcnggara Negara adalah Pegawai yang menduduki jabatan yang 
termasuk dalam kategoci wajib melaporkan LHKPN.

12. Inspektorat Dae rah adalah Inspektorat Daerah Kabu paten Boyolali.
13. Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya 

disingkat BKP2D adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Daerah Kabu pa ten Boyolali.

14. W^ib Lapor LHKPN adalah Pejabat Penyelenggara Negara yang memiliki 
kewajiban melaporkan LHKPN kepada KPK,

15. Wajib Lapor LHKASN adalah ASN selain wajib lapor LHKPN yang wajib 
melaporkan harta kekayaannya kepada pimpinan inatansi pemerintah 
masing-masing dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati.

16. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang mcngelola pelaporan LHKPN 
Penyelenggara Negara yang beranggotakan dari Inspektorat Daerah dan 
BKP2D.

17- Tim Teknis LHKASN adalah Tim yang mengelola pelaporan LHKASN yang 
beranggotakan dan Inspektorat Daerah.

BAB It
WAJIB LAPOR 

Pasal2

(ll Penyelenggara Negara dan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib 
melaporkan Hana Kekay aan.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1|, meliputi;
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
e. Dircktur Rumah Sakit Umum Daerah; dan
f. Direktur Badan Usaha Milik Daerah.

(3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1L meliputi seluruh PNS di Lingkungan 
Pemerintah Daerah selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (i) 
diiaporkan kepada KPK.

(5| Harta Kekayaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1| diiaporkan kepada 
Bupati dengan temhusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar> 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pasal 3...............
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Pa sal 3

(1| Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dunaksud dalam 
Pasai 2 ayat (2) dilakukan melalui aplikasi wajib lapor LHKPN yai^g dibuat oteh 
KPK yaitu e-LHKPN.

(2| Pelaporan Harta Kekayaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 ayat (3J 
dilakukan melalui Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN yang dibuat oleh 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia.

BAB III
TATA CARA PENYAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGOARA NEGARA

Pasai 4

(1) Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh 
Inspektorat Daerah dan BKP2D.

(2| Inspektorat Daerah dan BKP2D sebagai Pengelola LHKPN mempunyai 
tugas:
a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluaai terhadap 

kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam 
melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan 
Aplikasi e-LHKPN melalui situs web www.elhkpn.kpk.go.id;

b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan W^ib 
LHKPN kepada KPK:

c. melakukan pemu takhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke 
dalam aplikasi LHKPN;

d. mengingalkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Boyolali untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pen gu mu man 
LHKPN;

e. mengatur bentuk dan jenis sanksi administratif bagi Wajib LHKPN yang 
tidak melaporkan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa 
LHKPN sesuei dengan keleniuan Peraturan Pe run dang-undangan; dan

f. untuk memperluas akses masyarakat terhadap pen gum u man LHKPN 
Pemerintah Daerah dapat mengaitkan tautan pengumuman dari anti 
corruption clearing house KPK di situs web www.acch.kpk.go.id.

Pasai 5
(1) Pada aetiap awal tahun. Inspektorat Daerah dan BKP2D menyusun daftar 

nama Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan laporan harta 
kekayaannya.

(2| Daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan oleh Inspektorat Daerah dan BKP2D kepada Ketua KPK.

(3) Daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lamp (ran I yang 
merupakan bagi an tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasai 6

http://www.elhkpn.kpk.go.id
http://www.acch.kpk.go.id


-6- 

Pasal 6

(1) Penyelen^gara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada K?K yaitu pada 
saat:
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali 

rnenjabat;
b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhimya 

masajabatan atau pension; atau
c. berakhimya masajabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaampaikan 
dalam Jangka waktu paling lam bat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat 
pengangkatan pertama. pengangkatan kembali. dan berakhimya j aba tan 
sebagai Penyelenggara Negara.

Pasa) 7

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara rnenjabat dilakukan 
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang 
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 8

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 
dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan 
olch KPK dengan tembusan Tiro Pengelola LHKPN,

(2| Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat {1| ditetapkan oleh KPK 
yang sekurang-kurangnya memuat:
a. nama;
b. jabatan;
c. instansi;
d. tempat dan tanggal lahir;
e. alamat;
f. identitas istri atau suami;
g. identitas anak;
h. jenis. nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
i. beaamya penghasilan dan pengeluaran;
j. surat kuasa mendapatkHii data keuangan;
k. surat kuasa menguroumkan Harta Kekayaan; dan
l. surat pernyataan.

(3| LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1| merupakan dokumen milik 
negara.

(4| Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2| tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

Pasal 9
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F^saJ 9

(i) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu 
paling lambat 2 {dua) bulan aetelah Penyelenggara Negara menyampaikan 
LHKPN kepada KPK.

(2j Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
men^funakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik 
maupun non elektronik sebagai berikut:
a. media pengumuman KPK.
b. media pengumuman resmi instansi; dan/aiau
c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

(3) Format Naskah Pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2} tercantum dalam Lam pi ran 111 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuaaa secara tertulis kepada KPK 
untuk melakukan pengumuman ataa Harta Kekayaannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9.

BAS IV
TATA CARA PENYAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 11

(1) Pengelolaan LHKASN di Ungkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh 
APIP.

(2) Untuk meningkatkan efektificas pengelolaan LHKASN, (nspektorat Daerah 
melakukan tugas sebagai Tim Teknis LHKASN.

(3) APIP sebagai pengelola LHKASN mcmpunyai tugas antara lain melakukan:
a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh 

wajib lapor;
b. berkoordinaai dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk 

menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas;
c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada 

pimpinan instansi pemerintah;
d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika veriOkasi yang dDakukan 

mengindikasikan ad any a ketidakwajaran;
e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi 

juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan 

tugas kepada Pimpinan Instansi dengan memberikan cembusan kepada 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 12
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Pasal 12

(1) Pada sedap akhir tahun, APIP menyampaikan laporan ataa pengelolaan 

LHKASN kepada Bupaci dengan tembxisan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ay at (Ij dilakukan oleh 

aeluruh ASN selain pejabai wajib lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah 

Dae rah.

Pasal 13

(1) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a>at (3). wajib melaporkan 

Harta Kekayaan yang dimilikinya setiap tahun.

(2) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (U telah secara resmt 
dilantik menduduki atau mengakhiri jabatannya, wajib menyampalkan 

LHKASN paling lambat 1 (satu) bulan.

(3) APIP sewaktu-waktu dapat meminta ASN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk melaporkan Harta Kekayaan yang dimilikinya.

(4) LHKASN yang telah diterima oleh Tim Teknis LHKASN akan dilakukan 

veriflkasi dan monitoring.
(5) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)» ayat (2) dan 

ayat (3) dilaporkan oleh masing-masing unit kerja yang kemudian 

diteruskan kepada Tim Teknis LHKASN menggunakan format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpiaahkan 

dan Peraiuran Bupati ini.

BAB V
SANKSf

PasaJ 14

Penyelenggaxa Negara dan ASN yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian
LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal
Pasal 9, dan Pasal 13 dikenakan sanksi, antara lain:
a. Sanksi Administratif:

1. teguran lisan;
2. teguran terrulis; dan
3. pemyataan tidak puas secara teriulis.

b. Peninjauan kembali terhadap:
1. pengan^atan dalam jabatan struktural/fungsional;
2. kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat; dan
3. hak-hak pensiun.

BAB V)
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BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 15

(1) Setiap pegawat dan pejabat yang terkait dalam pengelolaan LHKPN dan 
LHKASN wajib menjaga kerahaaiaan iai, dan meneruskan/mcnyampaikan/ 
melaporkan UHKPN dan LHKASN seauai dengan ketentuan yang diatur 
daJam Peraturan Bupati ini.

(2) Setiap Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang aebagai admin unit keija 
untuk memfasilitasi pelaporan LHKPN dan LHKASN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundan^can.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada langgaJ ^

^^UPATI BOYOLALI, T

2018

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 2

RIS D^RAH 
B0YOUKU,

2018
* M • i ; . I • .

'.J ‘'ll U .11

INGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLAU TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA B^IAN HUKUM 
SETDA I^YOLALl,

Pembina 
NIP. 196604301905031002



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR \ 2018
TENTANG
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENCtGARA NEGARA DAN HARTA 
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BOYOLALI

DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA WA^HB LHKPN

INSTANSI;

NO NAMA NIP
TEMPAT
DANTGL

LAHIR
JABATAN ESELON UNIT

KERJA

ALAMAT 
DAN NO 

TELP 
KANTOR

KETERA
NGAN

(Jabatan)

(Nama)

^BUPATI BOYOLALI.

V
/

SEND SAMODRO

Tijl.lh <3 ^ |•|4U

it



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATi BOYOLAU 

NOMOR 5 2018
TENTANG
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA DAN HARTA 

KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

BOYOLALl

FORMAT NASKAH LHKPN
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LAPORAN HARTA KSKAYAAN PENYSLENGGARA NEGARA
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